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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam
Pembuatan Paspor Perspektif Good Governance yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas
1 Yogyakarta. Penelitian ini pada fenomena didasarkan pada fakta rendahnya nilai
integritas pelayanan keimigrasian khususnya pada pelayanan pembuatan paspor.

Pelayanan Publik merupakan bagian dari pembangunan nasiona untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, Kantor Imigrasi
Kelas | Yogyakarta menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh
pihak Kantor Imigrasi Kelas | Yogyakarta(sesuai dengan perspektif Good
Governance).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kualitas pelayanan
publik Kantor Imigrasi Kelas | Y ogyakarta tersebut, penyusun berusaha melakukan
penelitian lapangan. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, penyusun
menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas | Yogyakarta ternyata
kualitasnya sudah bisa dikatakan sesuai dengan Perspektif Good Governance.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berada diantara negara- negara berkembang lainnya
yang tidak akan menutup hal kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas
orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang sering disebut dengan istilah
Keimigrasian.' Dengan adanya arus globalisas yang semakin kuat serta
meningkatnya arus lalu lintas perjalanan luar negeri saat ini lebih
meningkatkan permintaan dalam pembuatan identitas seseorang saat berada di
luar negeri salah satunya adalah Surat Perjalanan Indonesia atau paspor
(dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada
warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang
berlaku selama jangka waktu tertentu).?

Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat, sehingga sering dijadikanindikator keberhasilan suatu rezim
pemerintahan. Demikian juga dengan kondisi masyarakat reformasi, tidak
akanada apa-apanya manakala pelayanan publik ternyata masih buruk, apal agi

dalam mewujudkan Good Governance yang menyatakan bahwa salah satu

! H.Abdullah Sjahriful(James),S.H., Memperkenalkan Hukum Keimigrasian,(Jakarta
:Ghalia Indonesia,1993) him 57

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
1



wujud tata pemerintahan yang baik,dimana akuntabilitas menjadi salah satu
prinsip yang harus dikedepankan pada penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka
pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
denganproduk,jasamanusia,proses dan lingkungan dimana penilaian
kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik
tersebut.* Dimana pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi
masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas karena
salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang
menyel enggarakan pelayanan publik.

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan
lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik®. Untuk itu, adanya pelayanan publik disuatu pemerintahan daerah

® Hardianansyah,Pelayanan Publik Konsep,Dimensi,Indikator dan Implementasinya,
(Yogyakarta: Gava Media. 2001), him 105.

*1bid him 40
*Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



sangat membantu masyarakat memecahkan berbagai polemik dimasyarakat itu
sendiri.

Kantor Imigrasi kelas 1 Y ogyakarta merupakan bagian pemerintahan
yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam pembuatan paspor
bagi masyarakat. Namunmasih dijumpa beberapa kekurangandalam
pelayanan yang ditunjukkandengan masih munculnya berbagai keluhan
masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor
Imigrasi kelas 1 Yogyakarta. Jika kondisi ini tidak direspon oleh pemerintah
maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah itu
sendiri.

Ini berarti kualitas pelayanan dari Kantor Imigrasi kelas 1 Y ogyakarta
masih belum maksimal. Dalam hal ini Kantor Imigrasi kelas 1 Y ogyakarta
harus dapat melaksanakan kualitas yang lebih baik dan harus memiliki
kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai |lembaga pemerintah
yang melayani masyarakat Indonesia dalam pelayanan jasa Surat Perjalanan
Republik Indonesia atau Paspor, Agar diharapkan sesuai dengan Good
Governance ( Pemerintahan yang baik).

Untuk itu penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian *
Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasiaan dalam Pembuatan Paspor Perspektif

Good Governance(Studi di Kantorimigrasi kelas 1 Y ogyakarta)”



. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun
mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kualitas pelayanan publik dalam pembuatan paspor yang
diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1Y ogyakarta?
2. Apakah penyelenggarakan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1
Yogyakarta telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan Perspektif

Good Governance?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Pen€litian
Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan
masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu pendliti
mempunyai tujuan atau ha-hal yang ingin dicapai melalui penelitian
ini.Adapun tujuan penelitian ini adal ah:
a.  Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan paspor
yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1Y ogyakarta
b. Untuk mengetahui penyelenggarakan pelayanan publik di Kantor
Imigrass Kelas 1 Yogyakarta sudah sesua atau belum dengan

perspektif Good Governance



2. Kegunaan Pendlitian
Daam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat
yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
a. Kegunaan lImiah atau Akademik

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya tentang
kualitas pelayanan publik perspektif Good Governance.

2) Diharapkan dapat menambah bahan referens di bidang karya
ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sgenis di masa yang
akan datang.

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan

1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan
praktek.

2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka
Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu
penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat

dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak



memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya
tersebut adal ah:

Fitri Atur Arum“Pelayanan Publik Surat 1zin Usaha Perdagangan
Dinas Perizinan Kabupaten Bantul” Setelah diamati, beliau lebih menerangkan
tentang pelayanan publik SIUP dinas Perizinan Kabupaten Bantul, dan
terdapat kurangnya data dalam melakukan surat izin usaha perdagangan dinas
perizinan K abupaten Bantul.®

Muhammad Reza Lukman Hakim”Implementas Perda Nomor 13
Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Klaten” Setelah diamati, beliau lebih menerangkan
tentang pelayanan publik yang dilaksankan oleh Kantor Pelayanan Terpadu,
dan terdapat beberapa hambatan.’

Muhammad Tayyib “ Kualitas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi
Kelas | Makassar” Setelah diamati, beliau lebih menerangkan tentang kualitas

pelayanan paspor dan terdapat kurangnya di sarana dan prasarananya.®

®Fitri Atur Arum “Pelayanan publiksuratizinusahaperdagangandinasperizinan Kabupaten
Bantul”Skripsi FSH UIN Sunan Kalijaga, 2013.

" Muhammad Reza Lukman Hakim Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klatenl”Skripsi FSH
UIN Sunan Kalijaga, 2013.

8 Muhammad Tayyib “Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigras Kelas |
Makassarl”Skrips UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2015.



E. Kerangka Teoritik
1. AAUPL (Asas-Asas Umum Pemerintahan L ayak)

Dalam setigp pemerintahan yang baik disuatu negara tentunya
menginginkan sebuah kelayakan dalam memerintah demi terciptanya suatu
kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan yang harus dicapai. AAUPL
merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sgjarah sehingga terdapat
rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Maka disini dapat
diurailkan mengenai Asas-asas umum pemerintahan yang layak menurut
K oentjoro Purbopranoto, yaitu;

a. Asas persamaan

b. Asaskepercayaan

c. Asas kepastian hukum

d. Asaskecermatan

e. Asasmotivasi untuk setiap keputusan

f. Asastidak mencampur adukan kewenangan

g. Asas permainan yang layak

h. Asas keadilan dan kewajaran

i. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar
j.  Asas meniadakan akibat sesuatu yang batal

k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
|.  Asas kebijaksanaan

m. Penyelenggaraan kepentingan umum.’

°Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara..., him.258-278.



Beberapa istilah untuk menyebutkan asas-asas pemerintahan yang
layak ini bermacam-macam, misalnya di Belanda dikenal dengan
Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuungr (ABBB), di Inggris
dikenal dengan The Principal of Natural Justice, di Perancis diistilahkan
Les Principaux Generaux du Darioit Coutumier Publique, di Belgia
disebut Anglemene Rechtsbeginselen, di German dinamakan Varfassung
Sorinzipien dan di Indonesia dikatakan sebagai “Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Layak”. Asas-asas umum pemerintahan yang layak
berfungs sebagal pegangan bagi pejabat administrass Negara dalam
menjalankan fungsinya.

Berkaitan dengan AAUPL, tolak ukur pemerintah dalam
menjalankan tugas harus sesuai dengan Tugas pemerintahan daerahnya
pula.Pemerintahan daerah dalam negara hukum modern (walfare state)
seperti  pemerintahan Indonesia saat ini, tidak hanya melaksanakan
undang-undang sgja, tetapi |ebih luas yaitu menyelenggarakan kepentingan
umum.Dalam kondisi ini, negara dituntut harus dapat bertindak untuk
menyelesailkan segala aspek atau persoalan yang menyangkut kehidupan
warga hegaranya sebagai bentuk pelayanan publik.

2. Pelayanan Publik
a. Pengertian
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk



atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik, sedangkan penyelenggara pelayanan

publik atau disebut sebagai penyelenggara adalah setigp ingtitus
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.
b. Tugas penyelenggara pelayanan publik

Penyelenggaraan pelayanan pubik dilaksanakan baik oleh
pemerintahan pusat maupun daerah melalui dua bentuk aat
pemerintahan yaitu:

1) Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan
untuk menyatakan kehendak pemerintah.

2) Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi
dengan kewenangan memaksa. Dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan kepentingan publik, pemerintah diberi limpahan
wewenang berbentuk delegas perundang-undangan, yang
prinsipnya merupakan wewenang Badan Legislatif.Pasal 22 ayat
() UUD 1945 menyatakan bahwa dalam ha kepentingan
memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU.’°Dalam konteks ini, ternyata administrasi negara,

dalam ha pemerintahan (Presiden) dengan dibantu oleh menteri-

19 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 ayat (1).
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menterinya memegang kekuasaan regulatif.Dengan demikian untuk
penyelenggaraan kepentingan publik, waaupun belum ada
peraturan perundangan, Presiden memiliki kebebasan bertindak
demi kepentingan umum.

Adapun asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut

UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 7 penyelenggaraan pelayanan publik

berasaskan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

K epentingan umum

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi dan/golongan.

Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewagjiban dalam penyelenggaraan
pelayanan.

Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

K eseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan hak yang dibanding dengan kewagjiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
KeprofesionalanPelaksana pelayanan harus memiliki kompetens

yang sesuai dengan bidang tugas.
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7) Partisipatif
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat.

8) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

9) Keterbukaan
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

10) Akuntabilitas
Prosespenyel enggaraanpel ayananharusdapatdi pertanggungj awabka
nsesual denganketentuanperaturan perundang-undangan.

11) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pel ayanan.

12) K etepatan waktu
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai
dengan standar pelayanan.

13) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Setigp jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan

terjangkau.

3. Good Governance
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Dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, ada hal yang sangat
diperlukan pemerintahan bila telah bersinggungan dengan semua unsur
prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana tersebut di bawah ini.**

a. Partisipas (Participation)
Sebagai pemilik kedaulatan rakyat, setiap warga negara mempunyai
hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam bernegara, ikut
serta dalam pemerintahan.

b. Penegakan Hukum (Rule of Law)
Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan
demokratisasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan
dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparansi(Transparancy)
Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang
menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan
keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai padatahap evaluasi.

d. Daya Tanggap (Responsiveness)
Sebagal konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen
yang terlibat dalam proses pembangunan Good Governance perlu
memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para
penerima pelayanan publik.

e. Berorientasi pada Konsenseus (Consensus Orientation)

"Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Bandung:
Algaprint Jatinangor, 2002), him. 27.
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Di daam Good Governance, pengambilan keputusan maupun
pemecahan masal ah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus,
yang dilanjutkan dengan kesedian untuk konsisten melaksanakan

konsensus yang telah diputuskan bersama.

f. Keadilan(Equity)

Melalui prinsip Good Governance, setiagp warga negara memiliki
kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

0. Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia,
kegiatan domain dalam governance perlu mengutamakan efektivitas
dan efisiensi dalam setiap kegiatan.

h. Akuntabilitas (Accountability)
Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu
mempertanggungjawabkan kepada publik.

Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur ~ Negara
(Kep.MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata laksana
Pelayanan Publik®?, menyebutkan bahwa pelayanan publik harus diatur
dalam suatu tata laksana yang mengandung ;

a Kesederhanaan
b. Keelasan dan kepastian
c. Keamanan

d. Keterbukaan

Publik.

2Kep.MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan
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e. Efisien

f. Ekonomis

g. Keadilan yang merata

h. Ketepatan waktu

Sebagai tindak lanjut dari Kep.MENPAN tersebut, melalui Surat

Edaran MENKO WASBANGPAN Nomor 56/MK/WASPAN/6/98 yang

ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan,

Gubernur Bank Indonesia, para gubernur,pemimpin lembaga non

departemen, dan bupati/walikota™® untuk mengambil langkah-langkah

sebagal berikut:

a. Dalam waktu secepat-cepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan
mutu masyarakat pada masing-masing unit kerja/atau kantor
pelayanan.

b. Langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakattersebut
diupayakan dengan cara berikut ;

1) Menerbitkan pedoman pelayanan yang antara lain memuat
persyaratan,prosedur, biaya tarif pelayanan dan batas
waktupenyelesaian pelayanan, baik dalam bentuk
bukupanduan/pengumuman atau melalui mediainformasi lainnya

2) Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan

pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk mengenai

3K ep.MENPAN SuratEdaranM ENK OWA SBANGPANNomor56/M K/WASPAN/6/98
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diterima atau ditolaknya berkaspermohonan tersebut pada saat itu
juga

3) Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu
yang ditetapkan, dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan
terlampaui, maka permohonan tersebut berartidisetujui

4) Melarang atau menghapus biaya tambahan yang dititipkanpihak
lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar diluar biaya
pelayanan yang telah ditetapkan.

5) Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu(satu
atap atau satu pintu) bagi unit-unit kerjalkantorpelayanan yang
terkait dalam proses atau menghasilkan satu produk pelayanan.

Namun adanya pembaruan penambahan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep.MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993
menjadi Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004menyebutkan:

a. Prosedur Pelayanan
Diberlakukan pemberi dan penerima pel ayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian ditetapkan pada saat permohonan sampai dengan
penyelesaian termasuk pengaduan.
c. BiayaPelayanan
Biaya pelayanan ditetapkan biayaltarif pelayanan termasuk rinciannya.
d. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akanditerima pelanggan harus sesuai dengan

ketentuan yang tel ah ditetapkan.
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e. Saranadan Prasarana
Sarana dan prasana perizinan harus memadai dalam proses pemberian
layanan.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetens: petugas pemberi pelayanan ditetapkan berdasarkan
pengetahuan, keahlian,keterampilan,sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.

Pengaruh yang paling besar (dominan) dalam pelayanan publik
adalah responsiveness yaitu berkenaan dengan kesediaan, kemauan
petugas untuk membantupelanggan dan merespon keinginan pelanggan,
diikuti empati yaitu kepedulian dan perhatian pribadi yang diberikan oleh
personal/atau individukepada pelanggan dalam memahami (membantu)
masalah pelanggan,tangiblesyaitu penampilan fisik gedung dan pegawai,
serta sarana prasaranayang mendukung pelayanan, assurance yaitu mampu
menumbuhkankepercayaan pelanggan terhadap perusahaan/organisasi dan
bisamenciptakan rasa aman bagi pelanhggan dengan jaminan
pengetahuan,kemampuan, keandalan dan sopan santun pegawai, dan
reliability yaitukemampuan perusahaan/organisasi untuk memberikan

pelayanan denganakurat, dan sesuai dengan yang dijanjikan.

F. Metode Penelitian
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara

seorang ilmuan mempelgari, menganalisis dan memahami lingkungan-
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lingkungan yang dihadapinya.** Metode penelitian adalah cara-cara mengenai

bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang

dibenarkan, bailk mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data

maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.Adapun metode yang

digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. JenisPenditian

2.

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis,
dan pemilihan jenis pendlitian tersebut tergantung pada perumusan
masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut.Dalam penelitian ini,
penyusun menggunakan jenis penelitian empiris, terdiri atas:

a. Pendlitian terhadap identifikasi hukum, dan
b. Penelitian terhadap efektivitas hukum®

Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian empiris dan
doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-gjaran para ahli
hukum mengenai bidang studi yang dikaji.

Sifat Penelitian

Penelitian ini  termasuk jenis penelitian yang bersifat
deskriptif.Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian hukum
dalam rangka mempelgjari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

¥Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1985), him. 6.
15Zainudin Ali,Metode Penelitian Hukum, (Palu: SinarGrafika, 2009), him. 12.
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3. Pendekatan Penélitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian observasional
yaitu berada di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta, hal ini bertujuan
untuk mengamati dan mendiskripsikan gejada-ggaa yang terjadi pada
fenomena natura menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan
yang berlaku.*®
4. Subjek Pendlitian

a. Responden, yaitu penjawab atas pertanyaan untuk kepentingan
penelitian.'” Respondenmempunyai posisi yang sangat penting untuk
menjawab permasalahan maka penyusun menentukan responden
adal ah penerima pelayanan publik.

b. Narasumber, yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau
menjadi sumber) informasi.®®Dalam hal ini adalah pejabat Kantor
Imigrasi Kelas 1 Y ogyakarta

5. JenisData
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer.Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada
lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung
diperoleh di lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku,
dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundangan-undangan,

surat kabar, sumber-sumber lain yang terkait permasalahan yang

®Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jember: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), him. 37.

' Departemen Pendidikan Nasional, 2005, him. 952.
¥ Ibid.,nim. 74.
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diteliti.Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-

Undang Keimigrasian (UU RI No.6 Th 2011), Peraturan Perundang-

Undangan khususnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber Data

Y ang dimaksud sumber dalam dalam pendlitian ini adalah sumber

dimana data diperoleh.Berdasarkan jenis datanya, yaitu data primer yaitu

data yang diperoleh langsung pada lokasi penelitian yaitu di Kantor

Imigras Kelas 1 Yogyakarta Adapun data yang juga menjadi sumber

dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang

terdiri dari:

1) Undang-Undang Keimigrasian (UU RI No. 6 Th.2011)

2) Peraturan Perundang-Undangan

a)

b)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyel enggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menpan  No0.26/M.PAN/2/2004tentangPetunjuk
Teknis  Transaparansi dan Akuntabilitas Daam

Penyel enggaraan Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai sgjumlah keterangan atau fakta dengan cara

memperlgjari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan,
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surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan
permasal ahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks
kumulatif, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan
permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Kualitas Pelayanan Publik
Keimigrasian Dalam Pembuatan Paspor Perspektif Good Governance
(Studi di Kantor Wilayah Imigrasi Kelas 1 Y ogyakarta).

7. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal
ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas
dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal
paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen
atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau
interview.'® Interview dalam penelitian ini difokuskan kepada para pejabat

Kantor Imigrasi Kelas 1 Y ogyakarta.

8. Teknik Analisis Data
Kegiatan yang dilakukan secara deskriptif kualitatif , yaitu data yang
diperoleh disgjikan deskriptif dan dianalisis secara kualitatif(content

analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press,
2006), him. 21.
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a. Data pendliltian dikualifikaskan sesua dengan permasalahan
penelitian.

b. Hasil kuaifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

c. Datayang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan

dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam
penelitiannya dibagi menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam
subbab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas mengenai kualitas pelayanan publik dalam
pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta sebagai landasan
hukum yang sesuai dengan asas Good Governance.

Bab Kedua, menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas
permasalahan yang diteliti yaitu tentang Kualitas Pelayanan Publik
Keimigrasian Dalam Pembuatan Paspor Persektif Good Governance( Studi Di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Y ogyakarta).

Bab Ketiga, memaparkan mengenai wilayah penelitian baik dari sisi
diskripss Kantor Imigras Kelas 1 Yogyakarta, Tata Kerja atau prosedur
pembuatan paspor.

Bab Keempat, penyusun menganalisa sgjauhmana penyelenggaraan

pelayananpublik dalam pembuatan pasporyang dilakukan olehKantor Imigrasi
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Kelas 1 Yogyakarta dan apa sgja dampak yang di timbulkanitu terlaksana
sesual dengan perspektif Good Gover nance.

Bab Kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang digjukan
dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua
pihakterkait temuan-temuan di lapangan mengenai penyelenggaraan

pelayanan publik khususnya dalam pembuatan paspor.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya

maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor

Imigrasi Kelas | Yogyakarta sudah bisa dikatakan cukup baik atau sesuai

dengan Perspektif Good Governance walaupun belum sepenuhnya

mencapal Good Governance.

2. Daam Pelaksanakan yang dapat disimpulkan di Kantor Imigrasi Kelas |

adal ah sebagal berikut :

a. Asas Kepentingan Umum telah dipenuhi oleh Kantor Imigrasi Kelas |

b.

C.

Y ogyakarta.

Asas Kepastian Hukum sudah terpenuhi oleh Kantorimigrasi Kelas |
Y ogyakarta karena dalam melayani pembuatan paspor sudah mencapai
kualitas.

Asas Kesamaan Hak dan Asas Perlakuan Tidak Diskriminatif telah
dipenuhi oleh Kantor Imigrass Kelas | Yogyakarta dalam
melaksanakan pelayanannya terhadap masyarakat tidak membeda-

bedakan.

76
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. Asas Keprofesionalan cukup terpenuhi, yaitu pegawai Kantor Imigrasi
Kelas | Yogyakarta telah melaksanakan kerja sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.

. Asas Partisipatif terpenuhi oleh Kantor Imigrasi Kelas | Yogyakarta
karena jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat sudah diberitahukan
kepada masyarakat melalui website.imigrasijogja.org.

Asas Keterbukaan telah dipenuhi oleh Kantor Imigras Kelas |
Yogyakarta, yaitu dalam melaksanakan penyelenggaraan pembuatan
paspor, masyarakat dapat mengetahui informasi secara terbuka dalam
tata cara melakukan pembuatan paspor, dan Kantor Imigrasi Kelas |
berpedoman pada Undang-Undang Keimigrasian

. Asas Akuntabilitas terpenuhi dalam hal akuntabilitas produk
pelayanan publik dalam hal bagan alir yang berada di dalam ruangan.
Kantor Imigrass Kelas | Begitu pula persyaratan teknis atau
persyaratan administratif sudah diinformasikan secara jelas dansudah
diletakkan di dekat |oket pelayanan.

. Asas Ketepatan waktu dan Asas Kecepatan, Kemudahan dan
K eterjangkauan yang cepat dan sesuai prosedur, yaitu pegawali Kantor
Imigrasi Kelas 'Y ogyakarta melaksanakan berbagai kemudahan yang
bilamana masyarakat perlukan, dan dalam melakukan proses
pelayanan pembuatan paspor telah sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan.
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Penerapan Good Governance yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi

Kelas| Y ogyakarta sudah dianggap memenuhi.

. Saran

Kantor Imigrasi KelasY ogyakarta sudah dapat dikatakan memenuhi
kualitas dan perspektif Good Governance namun permasalahannya ada di
dalam masyarakat ( penerima publik) karena tidak mendukung kegiatan Good
Governance karena untuk mencapai Good Governance yang maksimal harus
ada juga campur tangan dari penerima pelayanan publik, namun masyarakat
malah tidak mau ikut partisipasinya,contohnya masyarakat tidak mau
memberikan saran dan kritikan terhadap pelayanan pembuatan paspor,
Sebaiknya masyarakat ikut serta di dalamnya agar perspektif Good

Governancemencapai sesual yang diharapkan.
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KANTOR IMIGRASI KELAS 1 YOGYAKARTA
SURVAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG : KEIMIGRASIAN

UNIT PELAYANAN : PEMBUATAN PASPOR
ALAMAT : JL. Solo Km 10. Kel.Maguwoharjo,Kec Depok Sleman DIY

: TELEPON/FAKS (0274) — 484370 /(0274) - 487130

: Yogyakarta 9 Agustus 2016

PENGANTAR

I.

2.

Tujuan Survai ini adalah untuk memperolel gambaran secara obyektif mengenai kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik,

Skor/nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik diharapkan sebagai
nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil survai ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.

Survai ini tidak ada hubungannya dengan pajak atau politik maupun aspek lainnya yang
mengikat responden.

IDENTITAS RESPONDEN
Lingkari kode angka sesuai identitas responden
Nama Umur | Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan Utama
Responden Responden Responden Terakhir
I.SD 1 (PN INI/POLRI
Narsine [.Laki-Laki 2. SLTP 2.Pegawai Swasta
ﬁ' 2 TH 3. SLTA 3.Wiraswasta/Usahawan
Héripn . _
" @’m;:uan 4, D1-D3-D4 4. Pelajar/ Mahasiswa
skl %283 [5. Lainnya




KUISONER ATAU DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI PENDAPAT
MASYARAKAT TENTANG
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN DALAM PEMBUATAN PASPOR
DI KANTOR IMIGRASI KELAS | YOGYAKRTA

NO ASPEK PERTANYAAN JAWARAN
1. [ Prosedur 2. Bagaimana fingkat keterbukaan TBKB-BGB) |
Pelayanan informasi mengenai prosedur
pelayanan?
b. Bagaimana tingkat kejelasan alur dalam | TB-KB@)SH
prosedur pelayanan?
c. Bagaimana tingkat kesederhanaan TB-KBE¥B
prosedur pelayanan? L,
d. Bagaimana tingkat kemudahan TB-KB-EBSB)
dipahaminya prosedur pelayanan?
2. | Persyaratan a. Bagaimana tingkat keterbukaan TB-KB-BEH) |
Pelayanan mengenai persyaratan pelayanan?

b. Bagaimana tingkat kemudahan dalam TB-KB-E{B) |

mengurus dan memenuhi persyaratan
pelayanan?

¢. Bagaimana tingkat kejelasan mengenai TB—KB-B@
persyaratan pelayanan?

d. Bagaimana tingkal kesesuaian TB-KB-B-SB
persyaratan dengan jenis pelayanan? .

3. [Kejelasan a. Bagaimana tingkat kejelasan identitas TB-KB-ESB) |
Petugas petugas pelayanan? '

Pelayanan
b. Bagaimana tingkat kepastian petugas TB-KBE¥B
yang melaksanakan pelayanan?

¢. Bagaimana tingkat kemudahan petugas TB-KBE)SB
pelayanan ditemui dan dihubungi?




Kedisiplinan Bagaimana tingkat kredibilitas petugas TB-KB@SB
Petugas pelayanan?
Pelayanan
. Bagaimana tingkat ketepatan petugas TB-KB-BGE |
dalam memberikan jenis pelayanan?
. Bagaimana tingkat ketepatan waktu TB—KB-B@_
petugas dalam menyelesaikan suatu
pelayanan?
Tanggung jawab Bagaimana iingkat kejelasan tanggung 'I'.B—KB-B@_
Petugas jawab petugas pelayanan?
Pelayanan
. Bagaimana tingkat kepastian tanggung TB-KB@B
jawab petugas pelayanan?
. Bagaimana tingkat keterbukaan tanggung TB-KB-B@
jawab petugas pelayanan?
Kemampuan Bagaimana tingkat kemampuan fisik TB-KB-BED |
Petugas petugas pelayanan?
Pelayanan
. Bagaimana tingkat kemampuan TH-KB-BEH |
intlektual petugas pelayanan?
. Bagaimana tingkat kemampuan TB-KB-BSD |
administrasi petugas pelayanan?
Kecepatan Bagaimana tingkat ketepatan waktu TH- B
Pelayanan proses pelayanan?
. Bagaimana tingkat keterbukaan waktu TB- B
penyelesaian pelayanan?
Keadilan Bagaimana tingkat kesamaan perlakuan | TB-KB(B-B |
Mendapatkan dalam mendapatkan pelayanan?
Pelayanan
. Bagaimana tingkat kemerataan T'H-KB—B@_
jangkauan atau cakupan dalam

pelaksanaan pelayanan?




9. | Kesopanan dan Bagaimana tingkat kesopanan dan TB-KB-
Keramahan keramahan petugas pelayanan?
Petugas
Bagaimana tingkat penghormatan dan TB-KB-B@—
penghargaan antara petugas pelayanan
dan masyarakat?
10. | Kewajaran Biaya Bagaimana tingkat keterjangkauan biaya TB- B
Pelayanan pelayanan cleh kemampuan masyarakat?
. Bagaimana tingkat kewajaran biaya TB-KB-B@_
pelayanan dengan hasil pelayanan?
11. | Kepastian Biaya Bagaimana tingkat kejelasan rincian TB-KE-BEB) |
Pelayanan biaya pelayanan?
. Bagaimana tingkat keterbukaan TB-KB-B-Q@_
mengenai rincian biaya pelayanan?
. Bagaimana tingkat kesesuaian biaya 'I'B-—KB-B@
pelayanan yang dibayarkan dan biaya
pelayanan yang ditetapkan?
12. [ Kepastian Jadwal Bagaimana tingkat kejelasan jadwal TB-KEB)SB
Pelayanan pelayanan?
. Bagaimana tingkat keandalan/ketepatan | TB-KE(BFB
jadwal pelayanan?
13. | Kenyamanan . Bagaimana tingkat kebersihan dan TB-KB-B-§f)) |
Lingkungan kerapian lingkungan tempat pelayanan?
. Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas | TB-KE-BEB)
pendukung pelayanan?
. Bagaimana tingkat kelengkapan dan TB- B
kemutahiran sarana dan prasarana

pelayanan?




14.

Keamanan a. Bagaimana tingkat keamanan lingkungan TB-KB-B@—
Pelayanan tempat pelayanan?
b. Bagaimana tingkat keamanan dalam B- B
penggunaan sarana dan prasarana
pelayanan?

Keterangan : TB = Tidak Baik

KB = Kurang Baik
B = Baik
SB = Sangat Baik
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